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i. DINAS KETENAGAKERJAAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada
pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Penyesuaian Pagu Anggaran.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2026
terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang perlu
disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Tahun

2026 dan adanya efisiensi anggaran.



1.2

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Undang Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2025-2045;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

14) Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian

penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

17) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18) Permen terkait SPM (sesuai urusan)
19) Permen teknis lainnya (sesuai urusan)

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

21) Kepmendagri  900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerahlntruksi Presiden no. 9 Tahun 2009 tentang

Pengarusutamaan gender (PUG);

22) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

24) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang



25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian
penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG
di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2009 - 2029 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasuruan Tahun 2026.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan
dokumen perencanaan yang telah sesuai dengan program prioritas
daerah dan Thasil evaluasi dari capaian kinerja Dinas
Ketenagakerjaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan program/kegiatan di tahun berjalan.
Sedangkan tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja
ini, adalah:
a. Menyelaraskan kembali program/kegiatan Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dengan Perubahan
RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
b. Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas,
pokok dan fungsi dan berjalan maksimal; dan
c. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA-P)
dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon
Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2026
2.1. Evaluasi Hasil Renja 2026 Tribulan II
2.2. Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
3.1. Tuyjuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat
Daerah
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2026 Tribulan II

Evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur pengendalian
pelaksanaan program berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) untuk memastikan arah kebijakan sejalan
dengan Rencana Strategis (Renstra) Daerah.

Tahun 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
melaksanakan 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program di
Bidang Ketenagakerjaan dan 1 (Satu) Urusan pilihan, yaitu :

1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota.

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

o gk WD

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang pada
DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 2 Januari
2026 sebesar Rp. 20.956.482.448,- Berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, total anggaran
RENJA-SKPD yang dievaluasi sebesar Rp20.951.482.448, dengan
realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II  sebesar
Rp7.333.758.315, atau sekitar 35,00% dari total anggaran RENJA-
SKPD yang dievaluasi.

Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Program
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu sebesar
Rp2.662.268.970 dari anggaran Rp6.760.509.092 atau sekitar
39,38%. Selanjutnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp3.408.260.127
dari anggaran Rp8.773.020.556 atau sekitar 38,85%.

Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar
Rp1.192.263.924 dari anggaran Rp4.952.352.800 atau sekitar

24,07%, sedangkan Program Penempatan Tenaga Kerja



terealisasi sebesar Rp70.965.294 dari anggaran Rp440.530.000
atau sekitar 16,11%.

Sementara itu, Program Perencanaan Tenaga Kerja dan
Program  Pembangunan Kawasan  Transmigrasi belum
menunjukkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II
Tahun 2026. Dokumen evaluasi menjelaskan bahwa sebagian
kegiatan tersebut memang dijadwalkan pelaksanaannya pada
triwulan berikutnya.

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai
dengan tribulan II Tahun 2026 ini, sebagaimana tertuang pada

tabel berikut :



Tabel 2.1 Terhadap Hasil Renja P gkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas j Kabup
Periode Pelaksanaan : Tahun 2026
Indikator dan target kinerja P kat Daerah Kabup yang pada RKPD :
IKU PD: Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Target : 71.60%
Indikator Kinerja Program 4 Realisasi Capaian Kinerja A Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja| Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan . ¥ Ranat
No Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) / ;JB;;E;K:!::"‘ e R:::‘:: Renstra s/d Renja Tahun n-1 Turget K.‘l::;?:\d;l;‘26 dan Renja dan Realisasi Anggaran Anggaran Renstra s/d K:::r,a dm::mu."
ub Kegiatan ¢ ) (2025) 1 ll m v Renja Tahun 2026 (%) Tahun 2026 \nggacan Renatn
a - - - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatnya Urusan Tenaga Kerja
Partisipasi
Tenaga Kerja
Kah Pasurman
Bidang Urusan Tenaga Kerja DPA MURNI
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase dokumen/laporan
KABUPATEN/KOTA administrasi PD yang baik/sesuai
regulast (%)
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya dokumen perencaan yang
sclaras
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil
1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD K inasi Penyusunan oiri 15 Rp. 103,263,000 5 Rp. 8,839,883 4 Rp. 41,721,000 2| Rp. 10,775,102 0| Rp. - 2 10,775,102| 50.00% 25.83% 7 19,614,985 19%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
laporan
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan
dapat dipertanggungjawabkan
) . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tun, "ASN (Orang/ by 100 Rp. 8,881,114,520 12 Rp. 4,659,895,303 80 Rp. 7,129,636,785 | 80| Rp. 1,385,893,680 | 80| Rp. 1,672,842,988 80 3,058,736,668| 100.00% 42.90% 92 7,718,631,971 87%
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
2 A Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas 60 Rp. 773,291,307 12 Rp. 604,332,450 0 Rp. - 0| Rp. - 0| Rp. o -| #pIv/0! 0.00% 12 604,332,450 78%
ASN (Dokumen)
d Jumlah Dokumen Penatausahaan
3 el Y dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan 60| Rp. 21,346,578 12| Rp. 70,860,000 | 12 | Rp. 98,880,000 3| Rp. 24,180,000 | 3| Rp. 24,180,000 6 48,360,000| 50.00% 48.91% 18 119,220,000 558%
Keuangan SKPD
SKPD (Dokumen)
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum
" Py T Jumlah Paket Komponen Instalasi
1 ;"”‘u‘f":;l""’(f:l':’,""“’" Instalas) Listfik/ Pinsrangan Listrik/ Penerangan Bangunan 12 Rp. 9,399,522 1 Rp. 5,999,994 | 12 | Rp. 10,265,000 | 0| Rp. -| of|rp. < 0 -l 0.00% 0.00% 1 5,999,904 64%
bk Kantor yang Disediakan (Paket)
B i X Jumlah Paket Bahan Logistik
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disedi (Paket) 5 Rp. - 0 Rp. - 5 Rp. 20,132,100 1| Rp. 1,626,000 1| Rp. 1,698,000 2 3,324,000 40.00% 16.51% 2 3,324,000 #DIV/0!
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 3 Rp. 32,151,636 0 Rp. 15,928,500 | 3 Rp. 19,960,000 0| Rp. - 1| Rp. 7,909,749 o 7,909,749 0.00% 39.63% - 23,838,249 74%
(Paket)
» X Jumlah Laporan Fasilitasi
4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kiinjungan Tami i i) 100 Rp. 24,157,650 20 Rp. 16,449,400 | 100 | Rp. 20,350,000 | 20| Rp. 1,905,750 | 20| Rp. 8,200,000 40 10,105,750| 40.00% 49.66% 60 26,555,150 110%
5 Rapat i dan iskpp | Jumlah "“""":‘ Penyelenggaraan | 5, Rp. 188,587,792 | 50 | Rp. 89,088,000 50 | Rp. 99,639,000 | 3| Rp. 5,843,000 | 5| Rp. 11,726,095 8 17,569,095| 16.00% 17.63% 58 106,657,095 57%
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpenuhinya pengadaan barang
Pemerintah Daerah milik daerah
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas atau Dinas atau
G ooy D Jabatih giing Dised 1 Rp. 399,300,000 1 Rp. - 1 |Rp 450,000| 0| Rp. . Rp. . 0 -|  o0.00% 0.00% 9 0%
Unit)
Jumlah Paket Mebel yang
2 Pengadaan Mebel Disedi (Unit) 1 Rp. 39,930,000 1 Rp. - 1 Rp. 10,050,200 0| Rp. Rp. - 0 - 0.00% 0.00% 0%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3 Pengadaan Aset Tak Berwujud Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Rp. 4,000,000 1 Rp. -| o | Rp. -| o|rp. Rp. s ] .| o0.00% 0.00%
yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelayanan Umum Kantor yang 1 Rp. 200,000,000 1 Rp. -| o | Rp. -| o|rp. - 0 - 0.00% 0.00%
Disediakan (Laporan)
Tersedianya jasa penunjang
S Jasa Urusan Daerah et Ponoidntich Dosereds




Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat vt Mor it ) 900 Rp. 21,961,500 | 900 | Rp. 2,778,000 | 900 | Rp. 15,400,000 | 0| Rp. 600 | Rp. 6,436,000 600 6,436,000| 66.67% 41.79% 9,214,000 42%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber Daya Air dan 60 Rp. 915,769,448 12 Rp. 352,146,818 | 12 Rp. 502,674,592 3| Rp. 72,567,025 3| Rp. 64,355,320 6 136,922,345 50.00% 27.24% 489,069,163 53%
Listrik yang i L )
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3 ic Jasa dan Kantor dan Kantor 1 Rp. 32,527,910 1 Rp. 20,749,924 1 Rp. 21,359,000 0| Rp. - 1| Rp. 10,887,222 1 10,887,222 100.00% 50.97% 31,637,146 97%
yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 1 Rp. 39,677,110 0 Rp. 36,060,325 1 | Rp. 41,402,200 | 0| Rp. 1|Rp. 10,333,696 1 10,333,696 | 100.00% 24.96% 46,394,021 117%
sedi (L )
6 Jasa Urusan Daerah BMD kondisi baik
Jasa i Biaya i gan | | (umieh Kenadraon Feromgon
1 Pajak Dinas atau Dinas 5 m " Rp. 165,150,480 14 Rp. 139,722,920 14 Rp. 190,475,000 4| Rp. 31,690,000 5| Rp. 41,438,000 9 73,128,000 64.29% 38.39% 212,850,920 129%
Jabatan yang Dipelihara dan
Jabamn dibayarkan Pajaknya (Unit)
. otk § Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
2 Pajak dan Perizinan Ke Dinas Op atau Opérastonal atau Lapangan.jang 14 Rp. 28,696,360 | 14 | Rp. 12,574,900 | 14 | Rp. 22,960,000 | 2| Rp. 757,500 | 3| Rp. 1,155,000 5 1,912,500 35.71% 8.33% 14,487,400 50%
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangen dan Perizi (Unit)
. T Jumlah Gedung Kantor dan
3 ZE“":‘"’""/R‘?"“"‘W' Gadung Kantor dan. Bangumen Bangunan Lainnya yang 2 Rp. 19965000 | 2 | Rp | 2 |Re.  400000000| o0|Rp. | o|lre . 0 | oo00% 0.00% - 0%
e Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
i Sarana dan Gedung Kantor atau
4 e ndukung Gediung Kantor ateat B n Lainnya Bngusan Tatmaya yang 2 Rp. 17,303,000 2 Rp. | 2 | R 127,665,679 | 0| Rp. 1| Rp. 11,860,000 1 11,860,000 50.00% 9.29% 11,860,000 69%
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)
Persentase Tersusunya
2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dokumen RTK Makro sesuai
(%)
Terlaksananya Penyusunan
Pe) R Te K¢
1 nyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Do — M
P Jumlah Dokumen Rencana Tenaga
1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Kerja Makro (Dokumen) 1 Rp. 172,020,000 1 Rp. 8,882,000 1 Rp. 23,820,000 0| Rp. - 0| Rp. - o - 0.00% 0.00% 8,882,000 5%
Jumlah SDM Perusahaan yang
2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro mampu menyusun RTK Mikro 5 Rp. 20,120,000 | 0 Rp. -| 5 | Rp. 1,250,000 | 0| Rp. o| Rp. 0 -|  0.00% 0.00% 0%
(Orang)
3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
TENAGA KERJA berbasis Kompetensi (%)
1 Unit Terlalsallany.a Pelatihan .
berdasarkan Unit Kompetensi
Proses idikan dan Jumlah Tenaga Kerja yang
1 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Mendapat Pelatihan Berbasis 500| Rp. 15,439,358,650 250| Rp. 3,422,735546| 500 Rp. 6,610,409,092| 128 Rp. 1,044,777,413 | 154 | Rp. 1,604,628,807 282 2,649,406,220| 56.40% 40.08% 6,072,141,766 39%
Kompetensi Kompetensi pada Tahun n (Orang)
Jumlah Kesepakatan/Koordinasi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor | 9 rangha Optimalisast
2 Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan LAPGORAS oY con 12| Rp. 1,610,510 4| Rp. 1,488,750 12 | Rp. 5,000,000| 0| Rp. -| 3|Rp 1,160,000 3 1,160,000| 25.00% 23.20% 2,648,750 164%
P Lemb Pel Kerja Peningkatan Sarana Prasarana
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
pada Tahun n (Lembaga)
Jumlah Pengadaan dan
3 Sarana Kerja Kota Pemeliharaan Sarana Pelatihan 10| Rp. - Rp. 822,520,983 10 Rp. 0| Rp. - 0| Rp. o - 0.00% 0.00% 822,520,983 0%
Kerja (Unit)
Jumlah kesepakatan/koordinasi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor dalam rangka optimalisasi
4 Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan kapasitas instruktur dan 10| Rp. 1,207,882,500 Rp. -l 1 Rp. 3,420,000\ O| Rp. 0| Rp. 790,000 o 790,000 0.00% 23.10% 790,000 0%
Lembay Vokasi dan i i sarana
pelatihan vokasi dan produktivitas
5 : Terlaksananya Pembinaan
Pemb: Les Pelatihan K Swasta
2 Pembinaan Lembaga an Kerja Swas e LPK Swasta
- " . Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Stinsed yang Diblna Lembage) 14| Rp. 20,147,480 Rp. 52,442,432| 14 | Rp. 70,215,000( 0| Rp. 1| Rp. 2,400,000 2,400,000  0.00% 3.42% 54,842,432 272%
Terlaksananya Proses Perizinan
3 dan Lembaga Kerja dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan :
1 Kerja ra Terintegrasi Rp. 7,739,999 2 Rp. 24,600,000 1| Rp. 2,693,000 0| Rp. - 2,693,000 0.00% 10.95% 10,432,999 #DIV/0!
Terlaksananya Konsultansi
4 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Produktivitas pada Perusahaan

Kecil




Kecil

Jumlah Perusahaan Kecil yang

Produktivitas (Perusahaan)

Rp.

10,659,499

10

Rp.

24,353,000

4,158,750

4,158,750

0.00%

17.08%

14,818,249

#DIV/0!

5 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Tenaga Kerja yang
memperoleh Konsultasi
Kerja

Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil
Pengukuran Produktivitas dan
Daya Saing Tenaga Kerja di

Tingkat Daerah (D

Rp.

7,531,744

Rp.

22,512,000

Rp.

1,661,000

1,661,000

0.00%

9,192,744

#DIV/0!

4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase Pencari Kerja yang
ditempatkan (%)

1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penempatan
Pencari Kerja

1 Pelayanan antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang
Ditempatkan Melalui Layanan
AKAD dan AKL (Orang)

5000

Rp.

44,377,944

5.000

Rp.

75,000,000

#Ha

Rp.

20,482,042

2,537,500

23,019,542

0.00%

30.69%

67,397,486

#DIV/0!

2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan (Orang)

200

Rp.

22,627,000

200

Rp.

48,530,000

Rp.

0.00%

0.00%

3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas
yang Mendapatkan Fasilitasi
Layanan ULD (Orang)

Rp.

51,243,500

Rp.

19,064,220

20

35,000,000

Rp.

0.00%

0.00%

19,064,220

37%

4 Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang
Diberdayakan Melalui program
Perluasan Kesempatan Kerja

7,320,500

Rp.

2,765,000

160

Rp.

5,000,000

0.00%

0.00%

2,765,000

2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Terlaksanannya Informasi Pasar
Kerja

dan Oy i Aplikasi i Pasar

Jumlah Data dan Informasi yang
Dihasilkan Aplikasi Informasi
Pasar Kerja Online (Dokumen)

Rp.

58,564,000

Rp.

39,682,500

Rp.

1,000,000

400,000

400,000

0.00%

40.00%

40,082,500

i Pasar Kerja Online

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja

yang Terdaftar dalam Pasar Kerja

Melalui Sistem Online (Karir Hub)
(Orang)

Rp.

14,641,000

4,979,879

Rp.

10,000,000

10

581,252

Rp.

581,252

0.00%

5.81%

5,561,131

38%

3 Job Fair/Bursa Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan Pekerjaan Melalui
Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)

5000

Rp.

43,923,000

Rp.

217,011,647

5.000

Rp.

230,000,000

Rp.

#es

Rp.

44,215,000

44,215,000

0.00%

19.22%

261,226,647

595%

3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pelindungan PMI

1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

Jumlah CPMI yang Terlayani
sesuai Prosedur dalam LTSA dan
PMI Bermasalah yang Ditangani
(Orang)

50

Rp.

1,000,000

550,000

550,000

0.00%

55.00%

550,000

#DIV/0!

" Pekerja Migran ia Purna
Penempatan

Jumiah PMI Purna yang
Diberdayakan (Orang)

25

Rp.

43,688,744

Rp.

15,907,999

25

Rp.

35,000,000

Rp.

2,199,500

2,199,500

0.00%

6.28%

18,107,499

41%

5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

PPHI yang di:
dengan anjuran/PB (%)

dan
1 Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengesahan PP
yang terkait dengan Hubungan
Industrial dan terdaftar di WLPK
Online

Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
Peraturan Perusahaan yang Terkait
dengan Hubungan Industrial dan
Terdaftar di WLKP Online
(Perusahaan)

30

Rp.

13,310,000

30

Rp.

1,100,000

500,000

500,000

0.00%

45.45%

500,000

4%

2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi

Jumlah Perusahaan yang

rjanjian Kerja
Bersama (Perusahaan)

dan i Sarana
3 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan

30

Rp.

13,310,000

30

Rp.

1,100,000

Rp.

Rp.

0.00%

0.00%

Jumlah Data dan Informasi Sarana
HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai Peserta
Jamsostek serta Pengupahan
(Laporan)

Rp.

66,550,000

3,069,351,999

Rp.

188,500,000

Rp.

45,765,000

45,765,000

0.00%

24.28%

3,115,116,999

4681%

Terlaksanannya Pencegahan dan

dan S
2 Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten /Kota

Hubungan Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota




Mogok
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Jumlah Perselisihan yang Dicegah
1 ;s di 1 (Satu) {Perkara) 50 Rp. 69,671,727 Rp. -| so | Rrp 1,100,000 Rp. < 0%
Daerah Kabupaten/Kota
i isil ial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Jumlah Perkara Perselisihan yang . .
2 e ingan di 1 (satu) Terselesatkan (Perkara) 50 Rp. 50,578,000 Rp. 50 | Rp. 1,100,000 Rp. Rp. 500,000 500,000|  0.00% 45.45% 500,000 1%
Daerah / Kota
idan Jumlah Asosiasi Pengusaha dan
3 pada O Federasi dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 5 Rp. 44,109,340 Rp. -l 5 | Re 149,150,000 Rp. - Rp. 147,036,850 147,036,850  0.00% 98.58% 147,036,850 333%
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)
Op Lembaga Kerja Sama Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang Dibina _
& Darah Kt paton/ Kot e 5 Rp. 79,552,089 Rp. 514,153,049 | 5 | Rp. 556,530,000 Rp. 1| Rp. 435,662,074 435,662,074  0.00% 78.28% 949,815,123 1194%
& & i Terlaksananya Program Jaminan
Liiabylis ivrays P;ke 2 Sosial Tenaga Kerja | g, io) Tenaga Kerja dan Fasilitas | 200000 | Rp. 1,810,160,000 Rp. - “76"0 Rp.  4,053,772,800 Rp. . Rp. 562,800,000 562,800,000  0.00% 13.88% 562,800,000 31%
e ORI B Kesejahteraan Pekerja (Orang)
6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Frosentass. Toghat Sepaasan
Transmigran (%)
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Terlaksananya Tingkat Kepuasan
Daerah Kabupaten /Kota Transmigran -
Jumluh Transmigran yang
! eri1(s D"" b r/x b yanig Berasal dan Ditempatkan 5 Rp. 5,000,000 Rp. 4,650,000 5 | Rp. 3,000,000 | 0| Rp. S .| o0.00% 0.00% 4,650,000 93%
. ) Mpates, (Kepala Keluarga)
Jumlah Calon Transmigran
2 Pelatihan Transmigrasi dan/atau Transmigran yang 5 Rp. - Rp. -l 5 Rp. 1,000,000 0| Rp. - Rp. - - 0.00% 0.00% - #DIV/0!
Mendapatkan Pelatihan (Orang)
Jumlah Transmigran yang
T i Sebelum (ke Sebelum
3 Tingkat Desa) Keberangkatan (di Tingkat Desa) 30 | Rp. s Rp. -| 30 | Rp. 1,000,000 | 0| Rp. - -|  0.00% 0.00% - #DIV/0!
(Orang)
JUMLAH ANGGARAN Rp. 20,956,482,448| ###| Rp. 2,610,541,514|###| Rp. 4,723,216,801
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%] 53]
Predikat Kinerja PROGRAM| Sedang|
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%) 90|
Prediat Kincrja REGIATAN| Tingg
Rata-rata capalan kincrja SUBKEGIATAN (%) 299
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN| Sangat
Rendah|
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya alokasi anggaran dan dokumen yang program dan kegiatan.
pimpinan serta yang baik dalam program prioritas.
keglatan scrta scbagian kegiatan pelatihan kerja telah berjalan scsuai jadwal.
Dukungan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan m,., instansi vertikal, dan dalam program.
Pemanfaatan aplﬂuli dan sistem informasi mulai kepada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Scbagian besar kegiatan fisik dan pengadaan barang/jasa masih dalam proses persiapan, schingga realisasi keuangan belum optimal.
Beberapa kegiatan dijadwalkan pelaksanaannya pada semester I, schingga capaian kinerja Triwulan I masih rendah.
Proses ‘melalui

nder waktu lebih panjang dari yang direncanakan.
Masih terdapat dengan lembaga pelatihan, dan stakeholder dalam pelaksanaan beberapa program keulugakerjun
Kegiatan yang pada dan pencari kerja belum dapat dilaksanakan sccara optimal pada Triwulan i
Aeme Ll dicani lea. A L
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempen:tplt proses pengadaan barang dan. jm serta kegiatan.
Melaksanakan percepatan realisasi keglatan yang telah memasuki tahap persiapan, terutama pelatihan kerfa, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan transmigras.
dengan dacrah terkait, dunia usaha, LPK, BPJS Ketenagakerjaan, serta instansi vertikal guna mempercepat pencapaian target.

dan cvaluasi tan sccara berkala untuk mengidentifikasi hambatan scjak dini.

Tindak lanjut yang diperhukan dalam Renja berikutnya :

kegiat
Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan Semester I1.
tidak

pada semester I1.

dengan kesiapan kegiatan dan proses pengadaan.

Memperkuat sinkronisasi antara target kinerja, target anggaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagal alat pengendalian pelaksanaan Renja.

Memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, asosiasi perusahaan, dan instansi terkait untuk meningkatkan capaian indikator ketenagakerjaan.

Menyusun penjadwalan kegiatan yang lebih
kualitas




2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan
isu-isu  penting sebagai bentuk kewaspadaan = terhadap
perkembangnan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber
Daya Manusia dan didukung dengan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi di
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diprakarsai
oleh BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan menjadi forum penting dalam
perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan, sedangkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
dan Sinergi dengan Pemerintah dilaksanakan melalui rapat
koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka
sinergitas program Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam Renja
Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tahun 2026, antara
lain :

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

2. Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri RI  Nomor
800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Perubahan pagu anggaran, efisiensi belanja, pergeseran
anggaran, serta kebutuhan pendanaan sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2026 menjadi pertimbangan dalam
menentukan kembali prioritas kegiatan Dinas Ketenagakerjaan

4. Penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

5. Apabila terdapat kebijakan atau regulasi baru yang diterbitkan
setelah Renja awal ditetapkan, program dan kegiatan Dinas

Ketenagakerjaan perlu diselaraskan. Kemendagri juga



menekankan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dalam
perubahan RKPD 2026.

. Penajaman program, kegiatan dan subkegiatan
Program/kegiatan yang belum berjalan, mengalami kendala
pelaksanaan, mengalami perubahan kebutuhan, atau
membutuhkan penambahan anggaran dapat dilakukan
penyesuaian dengan tetap memperhatikan  prioritas
pembangunan daerah.

. Penyesuaian terhadap hasil koordinasi dan verifikasi dengan
Bapperida Program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan pagu
anggaran perlu disesuaikan dengan hasil pembahasan serta
verifikasi dalam proses Perubahan RKPD dan Perubahan

Renja.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT
DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada  Rencana  Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, dimana
dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis arah
kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun
2025-2029.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab
atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang
merupakan fungsi/bidang kewenangannya guna mewujudkan apa
yang menjadi arah kebijakan dan strategi daripada tujuan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026, telah
merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang sama

dengan Renja sebelum perubahan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi

Angkatan kerja

Sasaran: 1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Mempunyai
Sertifikat dengan indikator Persentase tenaga Kerja

Bersertifikat kompetensi;

2. Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar dengan
Indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang

ditempatkan;

3. Terselesainya Kasus Peselisihan HI melalui
PB/Anjuran dengan indikator Persentase Kasus
Perselisihan HI yang diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama/ Anjuran;



4. Meningkatnya Kepuasan Transmigran dengan

indikator Tingkat Kepuasan Transmigran

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah, dengan indikator Nilai Sakip

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan
sebuah indikator penting yang menunjukkan bahwa semakin banyak
penduduk usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) yang secara
aktif terlibat dalam pasar kerja—baik itu sudah bekerja maupun
sedang aktif mencari pekerjaan. Sesuai Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja
Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

maka ada penambahan indikator IKK dan perubahan formula

perhitungannya.

Perubahan target IKU dan

tertuang pada tabel berikut :

TABEL 3.1.
Perubahan Target IKU/IKK Tahun 2026

IKK sebagaimana

Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

IKU/
SPM/IKK

Satuan

Realisasi
2025

Target 2026

Awal

Perubahan

Ket

2

3

4

5

6

7

Sesuai PK awal

2026

TUJUAN

Persentase Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

IKU

%

71.42%

71.53%

71.60%

SASARAN

Persentase tenaga Kerja
Bersertifikat kompetensi

Y%

23.34%

25%

25.5%

Persentase Pencari Kerja
terdaftar yang ditempatkan

%

44.70%

45.23%

45.30%

Persentase Kasus Perselisihan
HI yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama/ Anjuran

%

74%

T74.47%

74.50%

Tingkat Kepuasan Transmigran

%

N/a

50%

55%

Nilai SAKIP

%

81.10

81.48

815

IKK

Persentase Kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja

IKK

%

23.34%

25%

25.5%

Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak ( Peraturan
Perusahaan /Peraturan Kerja
Bersama , Lembaga Kerja
Bersama Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan Terdaftar
Peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

IKK

%

44.70%

45.23%

45.30%

Persentase Pekerja Bukan
Penerima Upah dan atau
Pekerja Rentan Yang
Mendapatkan Perlindungan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

IKK

%

74%

74.47%

74.50%




3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan

kabupaten Pasuruan

Berdasarkan ketentuan nasional tentang klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah (Kepmendagri Nomor 050 yang diperbarui
secara berkala), struktur Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten
Pasuruan terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Internal)
dan Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

(Teknis/Layanan Masyarakat).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 yang dimaksud Kegiatan adalah bagian dari
program yang dilaksnakan oleh satu atau beberapa SKPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan tekhnologi,
dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3.2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026,
Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan berbagai program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja,
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penyerapan
tenaga kerja, serta memperkuat perlindungan dan

kesejahteraan pekerja/buruh.



Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan
bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan
daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja bagi
tenaga kerja asli Pasuruan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan
juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pencari
kerja melalui pelatihan kerja, memperkuat pelayanan
penempatan tenaga kerja, menyediakan informasi pasar
kerja, serta meningkatkan kualitas hubungan industrial

antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Pada Tahun 2026, dukungan terhadap  prioritas
pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam sejumlah
program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan target kinerja
serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan
evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat
diketahui perkembangan capaian target dan realisasi
pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan pagu anggaran

yang tersedia. Di uraikan pada tabel berikut ini :



Tahel 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

PRIORITAS 2 PAGU ANGGARAN TARGET INDIKATOR | REALISASI SAMPAI DENGAN
NO PEMBANGUNAY | PROGRAM PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN o i CATATAN
DAERAH TAHUN| PRIORITAS
2026 BUPATI AWAL PERUBAHAN | AWAL | PERUBAHAN | KINERJA | ANGGARAN
PPD1:
. 18. Cipta
Peningkatan lapangan |PROGRAM 2.07.042.01
Walas SOM. 1, | PENEVPATAN TR [ Ve Atk DOLORLOLOD oo o o000 | Ry, 657250| 5000 | 500 | 100 | R
Tenaga Kerja . di Daerah Pelayanan antar Kerja
yang berdaya nakerasl - |KERJA Kabupaten/Kota
. Pasuruan
1 |saing
2.07.04.2.01.03
;f;ﬁ;:g:ﬁ:tan Rp. 48350000|Rp. 5575000 200 20 0 R
2 bagi Pencari Kerja
2.07.04.2.01.04
Penyelenggaraan
Unit  Layanan Rp. 35,000,000 | Rp. 18,303,500| 20 20 0 Rp.
Disabilitas
3 Ketenagakerjaan
2.07.04.2.01.05
Perluasan Rp. 5,000,000 Rp. 3,016,250 16 16 0 Rp.
4 Kesempatan Kerja
2.07.04.2.04 Ro. 2199500
Pelindungan PMI (Pra |2.07.04,2.04.03
ﬁ:iei:fanl i ;ﬁ;:fﬂ:ﬁ:sf:ke”a Rp 35000000 Rp. 1505000 25 2 0
Daerah Purna Penempatan
5 Kabupaten/Kota
6 0
19. Rp. 381,252
i [ o
i PENEMPATAN TENAGA [Pengelolaan Informasi Penyedican Informas Rp. 1,000,000 | Rp. 5,670,000 100 100 10
hubungan KERJA Pasar Ker Pasar Kerja Online
7 industrial
g ESZ/?ustSK?rJiOb Rp. 230,000,000 | Rp. 250,000,000 | 5.000 5.000 100 fp. 421300
2.
Pengembang
an pusat
lembaga 2.07.03.2.01.01 Proses
sertifikasi Pelaksanaan
profesi  [PROGRAM PELATIHAN Pendidikan dan
terfusis KERJA DAY P2 10 7:?13'2.&1(1 o Rp. 6,610,409,092 | Rp. 6,610409,092 | 500 500 M0 | Rp. 2,649,406.20
kebutuhan [PRODUKTIVITAS Uen?tti(;n?petznz?aran Keterampilan bagi B OOTE B OO B L0
dunia kerja |TENAGA KERJA Pencari Kerja
baik berdasarkan Klaster
nasional Kompetensi
maupun
internasion
9 al
2.07.03.2.01.02
Koordinasi Lintas
Lembaga dan Kerja
Sama dengan Sektor
Swasta untuk Rp. 5,000,000 | Rp. 5000000 12 12 0 Rp. 1,160,000
Penyediaan Instruktur
serta Sarana dan
Prasarana Lembaga
0 Pelatihan Kerja




2.07.032.02 207.03201.01
i:fzg}?:ﬁ{zjfbaga g:g:}?:%?baga Rp. 70215000 Rp.  7112%0| 14 1 Rp 2400000
12 Swasta Swasta
207,032,031
2.07.03.2.03 Perizinan [Penyediaan Sumber
i:;i:;:ﬁ;?ﬁan E:ﬁgxg:ghm Rp. 24600000 [Rp. 10855000 2 2 Re 2693000
Kerja Kerja secara
13 Terintegrasi
3.
Optimalisasi
peran
organisasi 207.05.2.01
pengusaha Pengesahan Peraturan
dan serikat Perusahaan dan
kerja Pendaftaran 207.05.2.00.01
z:au g)uruh FROGRA Perjanjian Kerja ~ (Pengesahan Peraturan
HUBUNGAN . Rp. 1,100,000 | Rp. 1,100,000 30 30 Rp. 500,000
untuk Bersama untuk Perusahaan bagi
. INDUSTRIAL
perlindunga Perusehaanyang  |Perusahaan
ndan hanya Beroperasi
peningkatan dalam 1 (satu) Daerah
kesejahtera Kabupaten/Kota
an
pekerja/bur
uh
207.05.201.02
P e (R L0 | @ Ry
Perjanjian Kerjasama
bagi Perusahaan
207.052.01.03
Penyelenggaraan
Pendataan dan
Eﬁ;;ﬁgrwl Rp. 188500000 |Rp. 188500000| 15 15 Ro 45765000
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupahan
207.052.02.1
2.07.05.2.02 Pencegahan
Pencegahandan  |Perselisthan
Penyelesaian Hubungan Industrial,
Perselisihan Mogok Kerja, dan
Hubungan Industrial, |Penutupan Rp. 1,100,000 [ Rp. 1,100,000/ 50 50 Rp.
Mogok Kerja dan ~ |Perusahaan yang
Penutupan Berakibat /Berdampak
Perusahaan di Daerah |pada Kepentingan di 1
Kabupaten/Kota ~ |(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.052.02.02
Penyelesaian
Perselisthan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Rp. 1,100,000 | Rp. 1,100,000 50 50 Rp. 500,000
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak

pada Kepentingan di |
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota




2.07.05.2.02.03
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi
Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha,
Federasi dan
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh serta Non
Afiliasi

Rp. 149,150,000

Rp. 149,150,000

Rp. 147,036,850

2.07.05.2.02.04
Pelaksanaan
Operasional Lembaga
Kerjasama Tripartit
Daerah
Kabupaten/Kota

Rp. 556,530,000

Rp. 556,530,000

Rp. 435,662,074

2.07.05.2.02.05
Pengembangan
Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas
Kesejahteraan Pekerja

Rp. 4,053,772,800

Rp. 4,053,772,800

47.600

47.600

Rp. 562,800,000

PPD 4
Peningkatan tata
kelola
pemerintahan
yang responsif,
kolaboratif dan
berbasis digital

18, Cipta
lapangan
kerja untuk
naker asli
Pasuruan

Peningkatan
penyerapan tenaga
kerja Kabupaten
Pasuruan.

2.07.03.2.01
Pelatihan berdasarkan
Unit Kompetensi

2.07.03.2.01.01 Proses
Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan bagi
Pencari Kerja
berdasarkan Klaster
Kompetensi

Rp. 6,610,409,092

Rp. 6,610,409,092

500

500

240

Rp. 649,406,220




3.2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan
Program Strategis Nasional Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita dan Program
Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2026, Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Pasuruan melaksanakan berbagai program, kegiatan dan
subkegiatan yang diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja,
penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi
penting mengingat kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
memiliki jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang
cukup besar serta didukung oleh perkembangan sektor industri,
perdagangan, jasa, pertanian dan sektor informal. dalam tabel

berikut :

Tabel 3.3
PROGRAN /KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDURUNG ASTA CITA DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026
FROGRAM STRATEGIS |  PROGRAM STRATEGIS - TARGE;EN:‘I:;ATOR REA”sﬁllm::I;Emﬂ
] ASTACITA NSO PROSY) | TS0 FROSY AT PROGRAN KEGIATAN §UB KEGIATAN CATATAN
AVAL PERVBAHAN AVAL |PERVBAHAN| KINERJA | ANGGARAN
emperkuat pembangunan
stmber daya manusia
[SDM,]’,S i o Neninghatnya kesetaraan
pendidiian, kesehatan, -
—— gender,kuahtashldup,da}J HIS——. Perluasaansempatan
|| kesetarsan gender, serta | Pengentasan Kemiskinan :;::z::mg ;h;:; PRO(T};?F\S\EEE?E?M\] i Dagrah i ahgzl?aagaKerja R 5000000 o 500000 16 16 0 |k
enguatan peran Habupaten Rota
pelembagaan PUG delam ang
petempuan, pemuda
(generasi mileial dan Pakagu
generasi 7}, dan
penyandang disablitas
Pengembengan
Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Rea dan | Rp,  6,610,409,092 Rp.  6,610,409,092
Fesilitas Kesejahteraan
) Pekerja
Pengembangen
Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerjadan | R, 6,610,409,092 | Ry, 6,610,409,092
Fasiites Restjahteraan
J Pekerja




Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel, terdapat fokus utama
pada program penempatan tenaga kerja yang selaras dengan upaya

pengentasan kemiskinan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berperan
dalam menyediakan pelayanan penempatan tenaga Kkerja,
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga
kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta memberikan
fasilitasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Arah
kebijakan tersebut juga sejalan dengan dokumen perencanaan Dinas
Ketenagakerjaan yang menempatkan peningkatan kualitas SDM yang
terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja, peningkatan
peluang dan kesempatan kerja, serta pembinaan hubungan

industrial sebagai prioritas pembangunan ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk pelaksanaan nyata pada Tahun 2026
adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari
kerja. Pemerintah =~ Kabupaten  Pasuruan  melalui  Dinas
Ketenagakerjaan melaksanakan beberapa paket pelatihan yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri
daerah. Jenis pelatihan antara lain forklift, pengelasan, operator
bubut CNC, menjahit upper sepatu, perawatan AC, barista,
membatik dan tata rias. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah
daerah untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi pencari

kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja juga
dilakukan melalui fasilitasi pelayanan antar kerja dan kegiatan job
fair. Pada pelaksanaan Mini Job Fair Kabupaten Pasuruan Tahun
2026, terdapat 11 perusahaan yang membuka 517 lowongan
pekerjaan, yang terdiri dari 331 lowongan untuk perempuan dan 186
lowongan untuk laki-laki. Kondisi tersebut menggambarkan adanya

kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha sekaligus menjadi peluang



bagi pencari kerja Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh

pekerjaan sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan
program/kegiatan/subkegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada penyerapan
anggaran, tetapi diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap
pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional melalui
peningkatan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran,
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan
perlindungan serta kesejahteraan pekerja, dan penguatan
kesempatan kerja yang inklusif bagi masyarakat, termasuk

perempuan.

3.2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2026 tidak mendukung pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) karena pelaksanaannya tidak secara
langsung ditujukan untuk memenuhi jenis pelayanan dasar, mutu
pelayanan dasar, maupun target pencapaian SPM yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut lebih
diarahkan pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat
daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sehingga
tidak terdapat kontribusi langsung terhadap indikator, target,
maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan

dalam SPM.

Dengan demikian, Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
dimaksud tidak dikategorikan sebagai Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Pendukung SPM Tahun 2026. Meskipun demikian,
pelaksanaannya tetap merupakan bagian dari upaya pencapaian
sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kinerja pelayanan
perangkat daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan.



Tahel 3.4

PROGRAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2026
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3.2.4 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

isu aktual

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II diatas, beberapa

mempengaruhi

Perubahan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun

2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

KABUPATEN : PASURUAN

Tabel 3.5
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

DAERAH : DINAS AN
RENJA 2026 DPA 2026 P-RENJA 2026 ‘TAMBAH/ (KURANG)
URUSAN/ SUMBER ALASAN
No BIDANG INDIKATOR INDIKATOR DANA PERUBAHAN
URUSAN/UNSUR| PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KINERJA | TARGETIK PAGU RP TARGETIK |  PAGURP PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KINERJA | TARGETIK PAGU RP TARGETIK | PAGURP
(SATUAN) (SATUAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=128 | 15=13-9 16
URUSAN
TENAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - |Perubahan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rekening Belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Perjalanan Dinas
Dokumen |3 R 80525000 3 A0 | o Kiisor Realses inera SKED Dokumen 3 |Rp. 33677000 | DAU Ke Rek, Belanja
Narsum
|Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN bulan 12 Rp. 5,286,429,000.00 127,129,636,785 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bulan 12 Rp. 6,780,348,000 | DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN orang 0 Ro. 1,013,654736.00 - |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |orang 0 Rp. DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pelaksanaan Penatausahaan dan
. 1,440,000, 830, N Ny 3 1980,
Keuangan SKPD 12 12 Ro. 91,440,000.00 12 98,880,000 Pengujian; Veriikasi Keuangan SKPD 12 12 Rp. 121,980,000| DAU
IAdministrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Unit 1 . 5000000000 1 10,265,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Unit 1 Rp. 5885000 DAU
Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Unit 5 Ro. 5 20,132,100 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Unit 5 Rp. 10,647,550 DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Unit 3 Ro. 94,500,000.00 3 19,960,000 [Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Unit 3 Rp. 14,760,000 | DAU
Fasiltasi Kunjungan Tamu Orang 100 Ro. 79,995,000.00 100 20,350,000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Orang 100 Rp. 15,800,000 DAU
- Penyel Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulasi SKPD 50 [R. 18562000 50 99,639,000 S;'}‘,’; erggaraan Rapat foordinas: dan fonsutast 50 |Rp. 59,047000 | DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah
Pgngadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Kendaraan 1 R 500000 1 450000 Pengadaan Kgndaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 1 R DAU
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
[Pengadaan Mebel Unit 1 Ro. 16,000,000.00 1 10,050,200 |Pengadaan Mebel Unit 1 Rp. DAU
JUTTan
Jumizh Unit Gedung Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 1 350,000,000.00 1 - |Pengadaan Gedung Kantor atau B: 1 Rp. DAU
i ) g Kertor s Bengurn Ro. engadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung p.
1t
Jumlah Unit Aset Tak UUI'T: : :
Pengadaan Aset Tak Benwjud Bewujud yang 1 Ro. 16,000,000.00 1 - |Pengadaan Aset Tak Berwujud T:l: ¢ 1 Rp. DAU
Disediaken [N
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyedizan Jasa Penunjang Urusan Pemerintzhan
Dacrah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat 900 |Rp. 60,000,000 900 15,400,000 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat 900 |Rp. 11,200,000 | DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik ~~ Bulan 12 Ro. 800,000,337.00 12 502,674,592 i:gﬁ(d aan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Bulan 12 Rp. 323483611| DAU
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 1 Ro. 93,107,090.00 1 21,359,000 ;:{Zflam Jasa Peralatan dan Perlengkapen Unit 1 Rp. 53,359,000 | DAU




Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Unit 1 Rp. 204.954.863.00 1 41,402,200 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Unit 1 Rp. 109,152,200 | DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyedican Jasa Fenunjang Urusan Pemerintaban
Dacrah
b JasaPemeirzan. Biaya Pemeliraa, dan Pk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
enyedan Jsa Pemel arean Saja Pemeneiean, i Peek i roan 14 |R. B051.93400] 14 190,475,000 [Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan ~ |Kendaraan 14 |Rp. 123795000 DAU
Kendaraan Perarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ) .
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b JasaPemeltaan. By Pemeliaraan Pk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
enM\am asa pemeliarean, Saya emelfaraan, Faak i Kendaraan 14 |R. 146,600,000 14 22,960,000 [Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan 14 [Rp. 17,080,000 | DAU
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ) .
Dinas Operasional atau Lapangan
o " il Ged i - |Pembuatan Klinik|
[’gmehharaan/Rehahlhtm Gedung Kantor dan Bangunan Gedung : |w wusmn| 2 400000000 ;eme i ara;g/ Re' abilitasi Gedung Kantor dan cedung 1w DAY Untuk Serikat
ainga angunan Lainnya Pekerja / Buruh
Pemelinaraan/Rehabitasi Sarana dan Prasarana Pendukung |, . - (o |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | . .
. Unit 2 Ro. 20000000000 2 127,665,679 X Unit 2 Rp. 35840000 | DAU
(Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya " v o Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya " P !
PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mekro Dokumen 1 Rp. 23,820,000 1 23,820,000 |Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen 1 Rp. 12,020,000 | DAU
Fasiltasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mito Perusahaan 5 Rp. 1,250,000 5 1,250,000 |Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro [Perusahaan| 5 Rp. DAU
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGAKERJA ITENAGA KERJA
. . Pel latih i
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi elaksanaan Pelatihan erdaserkan Unit
Kompetensi
otoses Pesanean Pendiin dan Pelatien Keteramo Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  [Perubahan dalam
b’“?:n:;i K:?:“b”e[ dea”sa‘rk‘an“m:s”lefm‘ma“ te‘;;’a’“’“ M Ipeserta 0 |R. TEMGTE0| 500 |6610:409,092 pilan begi Pencari Kerja berdasark Peserta 500 |Rp. 6610:409,092 | DBHCHT Rekening untuk
. ¥ e Klaster Kompetensi Program Tim
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan
Swasta untuk Penyediaan Instrukiur serta Sarana dan Perusahaan 12 |R. 0000000 12 5,000,000 |Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta  |Perusahaan| 12 |Rp. 3012500 | DAU
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Pelatian Kerja Kabupaten/Kota Unit 10 |R. 000000000{ 10 - |Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota |Unit 10 [Rp DAU
[KOOraIMAST LINTas Lembaga qan Ketja Sama Dengan
Koordinasi Linas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sekior .
Sasta unuk Penyediaan skl sra Savana dan Koordinasi 1 R 1 g0 gon | Ko Swasta ntuk Pemedaan Instrkturserte e L g e | pag
Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi
Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas don Dengiles
Pembinaan Lembaga Pelatinan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Pelathan Keria Swasta LPKS 4 |R. 12499875000 14| 70,215,000 |Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS 4 [Rp. 7111250 | DAU
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Zgjnan dan Pendafiaren Lemtaga Plathan
-, ) Pemedi Daa Perii
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelathian Kerja Perizinan ) R 1300000 2| w00 enyfdlaan Sumber Daya .enzman. Lembaga eiznan ) R 10855000 | DAU
Secara Terintegrasi Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
elaksanean KonsutasiProcuiies kepac Perusehaan KecPerusahaan 0 (R 14888000 10| o400 ke Ronsltasiroduditas kepade ool 0 R 1130500 | DA
Perusahaan Kecil
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengukuran Produktias Tingeat Dacrah
Kabupaten/Kota
Pengukuran Kompetensi dan Produkfivitas Tenaga Kerja Perusahaan 2 Ro. 24,998,660.00 2 22,512,000 Pengukuren Kampetensidan Produkties Tenaga Perusahaan| 2 Rp. 10,025,000 | DAU

Kerja




PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan antar Kerja Peserta 5000 (R 13743463000 5.000 75,000,000 |Pelayanan antar Kerja Peserta 5000 |Rp. 69,857,250 | DAU
Penyutn denBimbigen Jten begiPencarkea. | Orang W R W0 0 | 48330000 ii’:}?:l“ha"da“ Bintingen abetan b Penarl W R 557500| DAV
) _— ) - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabiltas Ketenagakeriaan ~ |Orang 20 (R 499730001 20 35,000,000 . Orang 20 |Rp. 18303500 | DAU
Ketenagakerjaan
Perluasan Kesempatan Kera orang 16 |R. B000000| 16 5,000,000 |Perluasan Kesempatan Kerja orang 16 |Rp. 3016250 | DAU
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pemelhaan dan Oersod ks omasiPase Kef |, 1R Loogo| 1 1,000 [Femetiarean dan Operasional Ak normast oy g s | pag
(Online Pasar Kerja Online
) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Orang 100 | Rp. 10,000,000 100 10,000,000 Online Orang 100 [Rp. 5,670,000 | DAU
Job Fair/Bursa Kerja Peserta 5000 | Rp. 230,000,000 5.000 | 230,000,000 [Job Fair/Bursa Kerja Peserta 5000 | Rp. 250,000,000 | DAU
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
Kahupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyedeen Layenen Terpad pada CalonPelefaMgan(Orang 0 |Re 1000000| 50 1,000,000 ;;g:j‘““ Layanan Terpadu pada Clon Pekea. | 0 R 1000000 | DAV
Pemberdayan PekeiaMigan ndoresia Puma Perempatn | Orang 5| R 3000000) 35 | 35000000 Eilﬁgﬁ” Pekera igan Indonesia Puna %5 |Rp 1505000 | DAU
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
TigESanan Peraturan Perusanaan aan
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Fengesanan er? ura " ”‘?“ n
. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya .
‘ Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam I (Satu)
Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ek Kabrnton (Ut
Pengesatan Perauan Perusahaan b Peusehan [Perusahean 0 (R 1WPE0| 30 1,100,000 i::f:;:zm“mpmsahmm@ Perwsabean| 30 |[Rp 1100000 | DAU
endatavan Petaan Kefa Sena g Perusaean Perusshaan 0 (R 10| 30 1,100,000 g::f:;aﬁpem““ Kea Sama beg Perwsabean| 30 |[Rp 1100000 | DAV
e et an omasiSaara i Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
TYEEnDGaazn Pentaan 6 TIOMas! S8 G ey 5 |R. 87600000 15| 188300,000 |Hubungen Industrial dan Jaminan Sosia Tenaga  [Dokumen | 15 |Rp. 188500000 DAU
Industial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan .
Kerja serta Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Daerah Kabupaten/Kota Perusahaan di Daerah Kabupaten,Kota
. PETCEganan Perselsinan Hupungan Maustrial,
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, \ocok Kerfa, dan Pemutusan Peruszhaan van
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada  (Kasus 0 |Re BI500[ 50 1,100,000 Eerg kibat/JEY ek gaK tin nji I%St Kasus 50 |[Rp. 1,100,000 | DAU
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah KahupatenKota e erdampe paca fepentings at
Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, Mogok Kerja, ;[0 ik Ke;a dn Pelmlnu 0 Perusahaanu'anm
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada  (Kasus 0 |Re H50000000f 50 1,100,000 Eerg kibat/JBY ek gaK tin nji 1g ; Kasus 50 |[Rp. 1,100,000 | DAU
[Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota . erdampek pada Repentingan di 1 fsa
Penyelenggaraan Verfikasi dan Rekapiulasi Keanggotaan pada K:ie E;aan i (:lanéils;siPen s:lha Fséderasi
(Organisasi Pengusahia, Federasi dan Konfederasi Serikat ~ [Lembaga 5 (R %000l 5 149,150,000 gavaan pac U CngusaT, Lembaga 5 |Rp 149150000 | DAU
e o dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pekeria/Serikat Buruh serta Non Affasi o o o
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit R Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama -
L Rp. Q48072 L Rp. DAY
Dagrah KabupatenKota enbega ° v w5 5634000 Tripartit Dacrah Kabupaten/Kota entigs 5 . S56350000 v
. ) Pengemt Pelak i fal T
pengentengn Petlsarea dainn Sl Tenagaefadan 760 | Rp 47500 | 4,053,772800 Jaminan Soil Teragal p | 47600 | Rp. 405672800 | DBHCHT

Fasiltas Kesejahteraan Pekerja

Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja




PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRAS

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Penataan Perseharan Penduduk yang Berasal dari 1
(Satu) Dacrah Kabupaten/Kota

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari |
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang

Berasal dai | (Satu) Daereh Kabupaten/Kota Bk 1539890 3 o Berasal dari | (Satu) Daerah KabupatenKota 5 3000000 DAY
Pelatihan Transmigrasi KK R 5|Re 5| 1,000,000 |Pelatihan Transmigrast KK 5 1,000,000 | DAV
Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Orng B0k o LW Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan Orang 9 Lo | o

Tingkat Desa)

(ke Tingkat Desa)




IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen
perencanaan yang strategis dan dinamis. Penyusunan dokumen ini
dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian asumsi kebijakan, target
kinerja, dan proyeksi pendanaan yang diselaraskan dengan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pasuruan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk

penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ketenagakerjaan,

perubahan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi
pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan, serta perubahan
kemampuan dan kebutuhan penganggaran daerah.tetap selaras
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan yang

berlaku. Evaluasi terhadap target-target prioritas, seperti Indikator

Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, telah dirancang secara

realistis agar dapat dicapai secara efektif dan efisien hingga akhir

tahun anggaran

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renja
Perubahan ini, terdapat beberapa langkah strategis yang akan
diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, antara
lain:

a. Seluruh pejabat dan staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab
untuk:

- Melaksanakan Perubahan Renja 2026 dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan
Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b. Menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
c. Melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan

dan sektor-sektor potensial di Kabupaten Pasuruan sebagai dasar



dalam menentukan jenis dan materi pelatihan sehingga lulusan
pelatihan lebih mudah terserap di dunia kerja.

d. Meningkatkan kemitraan dengan perusahaan, asosiasi
pengusaha, lembaga pelatihan kerja, sekolah, perguruan tinggi,
dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan
ekosistem ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan pasar kerja.

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan sampai dengan periode berjalan serta melakukan
penyesuaian terhadap target, indikator, kegiatan, dan
kebutuhan anggaran dalam Perubahan Renja Tahun 2026 agar
lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan
Kabupaten Pasuruan.

f.  Melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala (triwulanan
dan semesteran) terhadap penyerapan anggaran dan capaian
kinerja. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala
sejak dini agar dapat diambil tindakan korektif

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2026,
selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (RKA-P) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan

Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara

(Perubahan PPAS), dan dokumen ini diharapkan menjadi panduan

yang komprehensif bagi seluruh jajaran internal dinas, sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
serta memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



